WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 71 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 59 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERAS!, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENG£H DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,
bahwa pengatuian jasa giro atas dana penyertaan modal melalui
Program Pembeidayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yary ditempatkan pada bank pelaksana belum diatur
secara jelas dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009,
b. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a periu menetapkan Peratiran Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Kediri Nomror 59 Tahun 2009 tentang

Menimbang

n

Pedoman Pelaksaraan Penvertaan Modal Melalui Program
Pemberdayaan Kepada Koperas,, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
o di Kota Kedir.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kota Besar dalam linakunaan Proninsi Jawa Timur,Jawa

Tengah,Jawa Earat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Petkoperasian
(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

e




10.

1.

12.

Undang-Undarg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undarig Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Penindeng-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2034 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Fembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negare Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhih dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Neyara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lLembaran
Negara Nomoi 44358);

Undang-Undang Normor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah ‘Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembezran Negara Nomor 4866),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Uszha Kecil (Lembaran Negara | Tahun 1298 Nomor
46, Tambahan Lenibaran Negara Nomor 3743),

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal
Penyertaaan paca Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
47 Tambahan lembaran Negara Nomor 3740);




13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Akuntansi Pemerintatian (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemenittah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nonor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2007 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Nega-a Nomor 4698);

Peraturan Pemerirtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Uusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi clan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
I.embaran Negara Nomor 4738) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengekiaan Keuangan Daerah sebagmana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Negara Kopearasi Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKMNil/2008 tentang
Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;

Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 30/PerM.KUKMMIII2007 tentang
Petunjuk Teknis Perkuatan Pemmodalan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal

dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura ;

Peraturan Daeran Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengaiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 December 2006 Nomor 3/A),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kedin




7 Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;

22. Peraturan Daerah Kota Kadid Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Modal Penyertaan Pemerintah Daerah Melalui Program
Pemberdayaan kepada koperasi,usaha mikrokecil dan
Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lemoaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 22 Tahun 2009.

23. Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program

® Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mo, Kecl dan
‘ Menengah di Kota Kediri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA KEDIRI NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENYERTAAN ~MODAL MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Di
KOTAKEDIRI. '

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Kediri diubah sebagai berikut :

Setelah Pasal 16 ditambah pasal baru yaitu Pasai 16 A, berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16 A

(1) Bank pelaksana yang ditunjuk yang merupakan bank umum wajib memberikan
jasa giro atas dana penyertaan modal yang ditempatkan pada bank pelaksana.

(2) Besaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
ketentuan perbankan yang ber.aku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah bank
pelaksana yang bukan bank umum.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri |
pada tanggal 15 AUG 201,
£ WALIKOTA KEDIR, I

-

¢ ).
/ H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
padatanggal {3 AUG )

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

US WAHYUDI

7 4 LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 2




